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PU T US A N 
Nomor: 48/PID/2013/PT. MKS 

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" 

yang mengadili perkara Pengadilan Tinggi Makassar 

tingkat banding, telah menjatuhkan 
pidana dal am peradilan 

putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa; 

Nama SANDRA BINTI RAHMAN SIJA 

Tempat lahir Makassar 

Umur/tgl lahir: 48 tahun/ 2 Desember 1964 

Jenis kelamin Perempuan 

Kebangsaan Indonesia 

Tempat tinggal : Puncak Ds. Kupa Kec. Mallusetasi Kab. 

Barru 

Agama Islam 

Pekerjaan Wiraswasta 

Pendidikan SD 

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/ penetapan 

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2012 s/d tanggal 

Januari 2013; 

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak taggal 14 Januari 2013 

s/d tanggal 22 Februari 2013; 

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 

Februari 2013 

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Januari s/d tanggal 

Februari 2012; 

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No. 48/PID/2013/PT. MkS 

I MARA 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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NGG 
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru 

. 

. 

a rgal 
22 Februari 2013 s/d tanggal 22 April 2013; 6. Hakim Pengadilan Tinggi, Sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 15 Maret 2013; 

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tangga1 15 Maret 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013: Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut; 
Telah membaca 

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Februari 2013 No.48/PEN. MAJ/2013/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding 

Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 
Februari 2013 No.48/PP/2013/PT.Mks, 

tentang penunjukan 
Panitera Pengganti; 

Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan 

3. 

perkara tersebut: 

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena 
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat 
dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari 

Kejaksaan Negeri Barru bertanggal 23 Januari 2013 No. Reg Perk 

PDM-15/BR/01/2013 yang berbunyi  sebagai  berikut : 

DAKHAAN : 

PRIMAI 

Bahwa Terdakwa SANDRA BINTI RAHMAN SIJA pada hari Mingqu 

Hal. 2 dari 11 hal. Put.No. 48/PID/2013/PT.Mks 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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GG 
LAN 

tanggal 23 Desember 2012 sokitar am O1.30 wil 
dak- tidaknya pada waktu 

lain dalam bulan Deaemba i 2012 bertempat di Puncak Desa Kupa Kecamatan Malusetasi Kabupaten arru at au set idak tidaknya 

tempat Pada 
lain Yang nasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru berwenang mengadili, telah dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut 

Bahwa saat petugas Kepolisian 
Polres Barru melakukan patroli dengan melakukan razia di tempat yang dicuriigai sebagai tempat terjadinya pelacuran tiba di rumah Terdakwaa, petugas menemukan lelaki Abd. Kadir dan perempuan Sri Wahyuni telah selesai berhubungan badan di salah satu kamar dalam rumah Terdakwa, 

setelah diperiksa Terdakwa 
mengakui bahwaa 

perempuan Sri wahyuni telah tinggal dan bekerja di 
rumah 

Terdakwa sebagai Pekerja seks komersial (PSK) dengan tugas 
menerima dan melayani tamu laki-laki, dan kamar beserta tempat 
tidurnya adalah milik Terdakwa yang disediakan oleh Terdakwa 
kepada perempuan Sri wahyuni untuk melakukan hubungan badan, 
perempuan Sri wahyuni harus membayar kamar dan tempat tidur 

kepada Terda kwa sebesar Rp.15.000, - lima belas ribu rupiah) 
atau Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah). Perbuatan tersebut 

sudah lama dilakukan oleh Terdakwa dan telah dijadi kan sebagai 
kebiasaan atau pencaharian bagi Terdakwa. 

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 

Hal. 3 dari 1l häl. Put.No. 48/PID/2013/PT. Mks 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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NG 

berdasar kan ketentuan Pasal 296 KUHP 

SUBSIDAIR 

Bahwa Terdakwa SANDRA BINTI RAHMAN SIJA pada hari Minggu 

tanggal 23 Desember 2012 sekitar jam 01.30 wita atau setidak- 

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 

bertempat di Puncak Desa Kupa Kecamatan Mal usetasi Kabupaten 

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih Barru atau 

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru berwenang 

mengadili, telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul 

dan menjadi kannya sebagai pencarian. seseorang wanita 

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagal 

berikuat 

Bahwa saat petugas kepolisian Polres Barru melakukan 

patroli dengan melakukan razia di tempat yang dicurigai 

sebagai temapt terjadinya pelacuran tiba di rumah Terdakwa, 

petugas menemukan lelaki Abda Kadir dan perempuan Sri Wahyuni 

telah selesai berhubungan badan di salah satu kamar dallam 

rumah Terdakwa setelah di periksa Terdakwa mengakui 

perempuan Sri Wahyuni telah tingga1 dan bekerja di rumah 

Terdakwa sebagai pekerja seks komersial (PSK) dengan tugas 

menerima dan melayani tamu laki-laki, dan kamar beserta tempat 

tidurnya adalah milik Terda kwa yang disewakan kepada perempuan 

Sri Wahyuni untuk melakukan hubungan badan dan Terdakwa 

memperoleh keuntungan dengan cara setiap perempuan Sri Wahyuni 

menerima tamu dan berhubungan badan, perempuan Sri Wahyuni 

harus membayar sewa kamar dan tempat tidur kepada Terdakwa 

Hal. 4 dari 11 hal. Put.No. 48/PID/2013/PT. Mks 

KAR  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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iG T 

sebesar Rp 1, 000, -(lima belas ribu rupiah) PO0, 

du uluh ribu rupi ah ). Perbuatan ters ama 

dilakukan oleh Terdakwa dan menjadi ka1nya sebagai pencar ian. 

erbuat an Terdakwa tersebut sebaga imana ang diatur dan 

diancam pidana berdasarkan pasal 506 KUHPi 

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya 

tanggal 7 Februari 2013 No. Reg. Perk PDM-15/BR/01/2013 

meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan 

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA BINTI RAHMAN SIJA bersalah 

melakukan tindak pidana "Kesusilaan" sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP 

Menjatuh kan pidana terhadap Terda kwa SANDRA BINTI RAHMAN 2. 

SIJA dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 

(empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam 

tahanan; 

Menyatakan barang bukti berupa: 3. 

1 (satu) lbr uang kertas pecahan Rp.10.000, (sepuluh 

ribu rupiah), 

1 satu) lbr uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu 

rupiah) dirampas untuk Negara; 

4. Menetapkan agar Terda kwa SANDRA BINTI RAHMAN SIJA membayar 

biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) 

Menimban bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut 

Umum tersebut, Maje1is Hak im Pengadilan Negeri Barru telah 

menjatuh kan putusan pada tanggal 14 Februari 2013, No. 

12/Pid.B/2013/PN. BR yang anarnya berbunyi sebagai berikut 

Hal. 5 dari 11 hal. Put .No. 48/PID/2013/PT. Mks 

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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AN TI 

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA BINTI RAMAN telah 

terbukti secara sah dan menyakinkan bersa lakukan 

tindak pidana Sebagai mata pencaharian mempermudah 

dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang 

lain dengan orang ketiga" 

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu 

dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (1ima 

belas) hari; 

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan 3. akan 

di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan 

5. Menyat akan barang bukti berupa 

1 (satu) lembar uang kertas 
pecahan Rp.10.000, -

(sepuluh ribu rupiah), 

1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,= (lima 

ribu rupiah) dirampas untuk Negara; 

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ; 

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang 

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru menyatakan bahwa 

pada tanggal 14 Februari 2013 Jaksa Penuntut Umum telah 

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan 
mengajukan 

Negeri Barru tanggal 14 Februari 2013, No. 12/Pid.B/2013/PN. BR 

dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada 

Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Jurusita Pengganti 

pada Pengadilan Negeri Barru; 

Hal. 6 dari 11 hal. Put.No. 48/PID/2013/ PT.Mks 

Disclaimer
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NG 

Menimbang, bahwa sehubungan dengan nding 
rsebut, Jaksa Penuntut Umum menga ukan 

dan 

telah diserahkan Kepada Terdakwa pada tangg 
Februari 

013 

Menimbang, bahwa sebel um berkas perkara Derkas perkara yang dimohon kan 

banding tersebut dikirim ke Pengadilan Ti nggi Ma kassar 
diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntu 

Umum untuk 

mempelajari berkas Perkara sesuai dengan surat pemberitanua 

untuk mempelajari berkas perkara tanggal 19 februari 2013; 

Menimbang, Danwa oleh karena permintaan banding 1en 

Jaksa Penuntut terhadap Pengadilan Negeri Umum putusan 

tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenun 

syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang 

maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; 

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari 

dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi 

putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 14 Februari 2013, No. 

12/Pid.B/2013/PN. BR serta memori banding yang diajukan Jaksa 

Penuntut Umum yang pada poko knya menyatakan bahwa 

rasa kepuasan 
Bahwa putusan 

tersebut tidak memberi kan 

keadilan yang 
fundamental dan noLmatif, obyektif dan tidak 

sesuai dengan rasa 
keadilan masyarakat. 

Bahwa perkara ini cukuP 
nenarlK perhatian masyarakat di 

Barru yang nasyara Katnya tergolong religius, 
kabupaten 

sehingga putusan 
tersebut aldng9gap belum memenuhi 

keadilan masyarakat yang aLdP.an dapat menimbu kar 

ual 7 dari 11 hal. Put.No, 48/PID/2013/pT. Mks 

Disclaimer
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jera  bagi Terdakwa. 

Bahwa putusan 
tersebut bel um setimpal dengaN latann 

Terdakwa yang telah lama dilakukan oleh Terdakwa dan telan 

beberapa kalli berpindah tempat. 
Banwa mucikari dan pelacuran adalah suatu mata rantai yag 

dapat dipisahkan satu sama lain dan merupa kan Suatu 

gejala sosial yang dapat menimbul kan akibat yang Dutuk 

masyaakat. 

enimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari 
dengan Seksama berkas perkara dan turunan putusan resmi 

Pengadilan Negeri Barru tanggal 14 Februari 2013, No. 

12/Pid.B/2013/PN. BR, memori banding yang diajukan Jaksa 

Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan 
pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa 

Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwak 

oleh Penuntut Umum kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim 

tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai 

memutus 
pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam 

perkara ini dalam tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi tidak 

Pengadilan sependapat dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh 

kepada Terdakwa oleh karena pidana tersebut Tingkat Pertama 

terlalu ringan, maka Pengadllan Tinggl berpendapat bahwa pidanaa 

tersebut perlu ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut 

Perbutan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sangat meresahkann 

masyarakat; 

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No, 48/PID/2013/PT. Mks 
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INGC 

Bawa pidana yang akan di jatuhkan Pengadi lan i njgsbugnmard 

dalam amar putusan akan memberikan shock terap headardakwa 

untuk tidak mudah menqulangi perbuatannya. 

Sanwa Pidana yang di jat uhkan kepada Terdakwa akan menjdat 

COnLon bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak mudan 

ne ia kukan perbuatan/ tindak pidana sebagaimana yang dllaru ran 

oleh Terdakwa; 

Nenlmbang, bahwa oleh karena itu patut dan di rasa adil 

Kd nukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa untuk ditambah 

sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan 
hal-hal dipertimbangkan 

diatas maka putusan Pengadilan 
14 Negeri Barru tanggal 

Februari 2013, No. 
12/Pid. B/2013/PN. BR perlu diperbaiki 

sekedar mengenai 
kualifikasi dan lamanya pidana yang 

dijatuhkan terhadap Terdakwa, 
sedangkan putusan selebihnya 

dapat dikuatkan, sehingga 
selengkapnya berbunyi 

amar 

sebagaimana tersebut dibawah ini; 

Menimbang, bahwa karena Terda kwa berada dalam tahanan, 

dipandang perlu 
memerintahkan agar Terda kwa tetap 

ditahan; 

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka 

kepada 
Terdakwa 

dibebani membayar biaya perkara dalam dua 

tingkat peradilan, yang 
dalam tingkat banding sebagaimana 

tersebut 
dalam putusan 

dibawah ini; 

Mengingat pasal 296 KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 dan 

ketentuan 

Perundang-undangan 

lain yang 
bersangkutan; 

Hal. 9 dari 11 hal. Put . No. 48/PID/2013/PT. Mks 
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INGG OLAN 

MEN GA D I L  I 

Menerima permintaan banding dari Jaksa Umum 

tersebut; 

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 14 

Februari 2013, Noo. 12/Pid. B/2013/PN. BR, sekedar mengenai 

kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga 

amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA BINTI RAHMAN SIJA telah 

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana "Sebagai pencaharian memudahkan 

dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain" 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 

selama 4 (empat) bulan 

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan 

5. Menyatakan barang bukti berupa : 

1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10. 000, -

(sepuluh ribu rupiah), 

1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000, - (limna 

ribu rupiah) dirampas untuk Negar 

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam 2 (dua) 

Rp. 
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rn 

2.000.- (dua ribu rupiah) 

Hal. 10 dari 11 hal. Put.No. 48/PID/2013/PT. Mkss 
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Demikianlah diputuskan 
dalam sidang Permusyawaratan 

hari Selasa 

Majelis akim Pengadi lan Tinggi 
Makassar pada 

tanggal 2 April 2013, oleh kami H. SUDIRMAN HADI, SH Hakim 

dengan 

TLnggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua 

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH dan H. sUHARDJONO, 
SH.MB keduanya Hakim 

T1nggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota dan 

pdad nari dan tanggal itu juga putusan 
tersebut diucapkan oleh 

Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang 
terbuka untuk umum 

dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh 

CHAERUL ABDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingg1 

Jaksa Penuntut Umum dan 

Makassar, 
tanpa dihadiri oleh 

Terdakwa 

HAKIM ANGGOTA, 
HAKIM KETUA, 

ttd 
ttd 

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH H. SUDIRMAN HADI, SH 

ttd 

H. SUHARDJONO, Sa.MH 

PANITERA PENGGANTI 

ttd 

CHAERUL ABDI, SH 

NESALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA 

GGSNGADILN TINGGI MAKASSAR 

PANITERA 

HAHABUDDIN SAMAD, SH 
NIP. 040  044  959 

Hal 11 dari 11 hal. Put.No. 48/PID/2013/PT. Me 
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